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PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
bara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Wahyu Ilham Pranoto
Muhammad Faza Aulya’urrahman
Fauzan Akbar Mulyasyah

Yudi Amsoni

Nasidi

Sharon

ocounkhnNnE

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VI)

Kamis, 11 Desember 2025, Pukul 10.33 — 10.37 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo (Ketua)

2) SaldiIsra (Anggota)
3) Arief Hidayat (Anggota)
4) Enny Nurbaningsih (Anggota)
5) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
6) M. Guntur Hamzah (Anggota)
7) Ridwan Mansyur (Anggota)
8) Arsul Sani (Anggota)

PANITERA PENGGA NTI
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Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:

1. Muhammad Faza Aulya’'urrahman
B. Kuasa Hukum Pemohon:

Maria Dianita Prosperiani
Puspa Pasaribu

Ireina Rahayanti Nurmal
Mario Ari Leonard Barus
Meddy Satiawan

Abdul Toni

o hWN =

C. Pemerintah:

1. Slamet Riyadi (Kementerian ESDM)

2. Martin Santosa (Kementerian ESDM)

3. Debora Clara (Kementerian ESDM)

4. May Lim Charity (Kementerian Hukum)

5. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)

6. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
D. DPR:

1. Plantino Frans

2. Putra Rahmat

3. Antonius Sam Turnip

(...):

*Tanda baca dalamrisalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB

(Terdapat kendala teknis).

KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA DIANITA PROSPERIANI
[00:00]

Dan juga dengan Ibu Puspa Pasaribu, selanjutnya dengan Bapak
Mario Barus, dan saya sendiri Maria Dianita sebagai Kuasa juga.

KETUA: SUHARTOYO [00:09]
Baik, dari Kuasa DPR, silakan.
DPR: PUTRA RAHMAT [00:15]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Badan Keahlian
DPR, saya sendiri Putra Rahmat bersama rekan saya, Antonius Sam
Turnip, dan Plantino Fransiscus. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [00:28]
Dari Kuasa Presiden, silakan.
PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [00:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam
sejahtera buat kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Slamet Riyadi.
Koordinator Hukum. Martin Santosa, Subkoordinator Advokasi. Dari
Kementerian Hukum, saya sendiri May Lim Charity, Tiopan Benny
Sitorus, dan Naufal Dimasyah. Terima kasih. Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [00:52]

Baik agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini seyogianya
untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari Presiden, tapi
Mahkamah atau Majelis Hakim mendapatkan permohonan penundaan
waktu pengajuan untuk ahli dan saksi dari Presiden. Oleh karena itu,
kami dari Majelis Hakim tadi sudah bisa menerima Permohonan ini
karena memang di Peraturan Mahkamah Konstitusi bisa diberikan hanya
untuk satu kali lagi penundaan itu. Oleh karena itu, persidangan itu
belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti dengan waktu
yang juga belum bisa ditentukan karena kami sebagian persidangan



masih mengatur jadwal yang kosong di bulan Desember ini karena
perkara yang sedang ditangani banyak, sementara ada beberapa hari
yang tidak efektif di bulan Desember ini.

Demikian untuk Para Pemohon khususnya Kuasa Hukum supaya
dimaklumi. Terima kasih untuk sidang pagi atau siang hari ini. Sidang
selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.37 WIB

Jakarta, 11 Desember 2025
PIt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terd apat keraguan
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).
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